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WALIKOTA PAREPARE 
 

PERATURAN WALIKOTAPAREPARE 

NOMOR  9  TAHUN 2014 
 

TENTANG 
 

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK HIBURAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTAPAREPARE, 
 

Menimbang    : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan peratura 
daerah kota parepare nomr 14 tahun 2012 tentang 

pajak hb=iburan,maka perlu ditetapkan petunjuk 
pelaksanaan dan pengelolaan pajak hiburan 

 

  b. bahwa berdasakrkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a,perlu menetapkan pertauan 

walikota tentang tata cara pengelolaan pajak hiburan. 
 
Mengingat      : 1. Undang-Undang  Nomor 29 Tahun  1959  tentang 

Pembentukan Daerah-daerahTingkatII 
diSulawesi(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 

1959Nomor74,TambahanLembaran NegaraRepublik 
IndonesiaNomor1822); 

 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009  tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2009 
Nomor 5049); 

 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republic 
Indonesia Tahun 2014 Nomr 244,Tambahan Lembaran 

Negara Republic Indonesia Nomro 5587); 
 

 
4.Undang-Undang………….. 
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4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang 
Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 
2012 Nomor 14,Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Paepare Nomor 94). 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN 
PAJAK HIBURAN 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan: 

 
1. Daerah adalah Kota Parepare. 
 

2. Walikota adalah Walikota Parepare 
 
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
 

4. Dinas pendapatan daerah adalah dinas pendapatan daerah kota 
parepare 
 

5. Kepala dinas adalah kepala dinas pendapatan daerah kota 
parepare. 

 
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 
perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan 
usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, 

firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi 

lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak 
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.  

 

7.Pajak ……….. 
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7. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. 

 
8. Hiburan adalah semua jenis tontonan,pertunjukan,permainan 

dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. 

 
9. Tanda masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan 

dalam bentuk apapun yang digunkan untuk menonton,menggunakan 

atau menikmati hiburan,berupa karcis atau pas masuk. 
 

10. Harga tanda masuk yang selanjutnya disingkat HTM adalah nilainuang 
yang tercantum pada tan da masuk,yang harus dibayar oleh penonton 
atu pengunjung. 

 

11. Harga jual adalah nilai yang ditawarkan kepada oleh konsumen. 
 

12. Pendapatan kota adalah sleuruh penerimaan yang diperoleh dari hasil 
penjualan sebelum dikurangi biaya-biaya. 
 

13. Pembayaran adalah jumlahyang diterima atau seharusya diterima oleh 
pemilik hiburan atas imbalan atau jasa yang 
disediakannya.pembayaran bisa berupa tunai,cek kartu kredit,surat 

pernyataan hutang dan kompensasi/pengurangan kewajiban wajib 
pajak yang terjadi sebelumnya. 

 

14. Wajib pajak hibuan adalah orang pribadi atau badan yang 
menyelenggarakan hiburan. 

 

15. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan 
terbatas,perseroan komanditer,perseroan lainya,badan usaha melik 
Negara atau daerh dengan nama dan bentuk 

apapun,persekutuan,perkumpulan,firma,kongsi,koperasi,yayasan atau 
organisasi yang sejenis lembaga,dana pension,bentuk usaha tetap serta 

benuk badan usaha lainnya. 
 

16. Penyelenggaraan hiburan adalah orang atau badan 
yangmenyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri 

atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. 
 

17. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang mengahdiri suatu 
hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau 
menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyeenggara hiburan 

kecuali penyelenggara,karyawan,artis dan petugas yang menghadiri 
untuk melakukan tugas pengawasan. 
 

18.Nota ………… 



4 
 

-4- 

 
18. Nota penjualan (Bill) atau faktur atau invoice atau bukti penerimaan 

adalah bukti pembayaran yang sekaligus bukti pungutan pajak,yang 
dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa 
hiburan yang dimanfaatkan oleh penonton atau pegunjung. 

 
19. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan 

pajak. 

 
20. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan melikputi pembayar pajak 

pemotong pajak dan pemungut pajak,yang mempunyai hak dan 
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah. 

 
21. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun 

kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak 
sama dengan tahun kalender. 

 

22. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, 
dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah. 
 

23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak 
yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak 

serta pengawasan penyetorannya. 
 

24. System pemungutan adalah suatu rangkaian kegatan mulai dari 
penghimounan data objek dan subyek pajak,penentuan besarnya pajak 
yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak 

serta pengawasan penyetorannya. 
 

25. System self assessment adalah suatu system dimana wajib pajak diberi 

kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang. 
 

26. System official assessment atau system surat ketetapan pajak 
(penetapan secara jabatan) adalah suatu system dimana petugas dinas 
pendapatan akan menetapkan jumla pajak teruang. 

 
27. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD 

adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan 

penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau 
bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.  
28.Surat …………. 
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28. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah 
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan 

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas 
Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota. 

 

29. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak 
yang terutang. 

 
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya 

disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 
besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan 
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah 

pajak yang masih harus dibayar. 
  
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang 

selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 

 
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN 

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak 

sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang 
dan tidak ada kredit pajak. 

 
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat 

SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah 

kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar 
daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

 

34. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah 
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif 

berupa bunga dan/atau denda. 
 
35. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang 

membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau 
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tetentu dalam peraturan 

perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat 
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat 

Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih 
Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau 
Surat Keputusan Keberatan. 

 
36.Surat ………. 
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36. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan 

terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah 

Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak 
ketiga yang diajukan Wajib Pajak. 

  

37. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding 
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.  

 
38. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara 

teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang 

meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah 
harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup 

dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba 
rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.  

 

39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif 
dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk 

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah 
dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.  
 

40. Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah 

tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan sebagai 
kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah. 

 
41. Nomor pokok wajib pajak daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD 

adalah nomor pokok bagi wajib pajak untuk melakukan kegiatan 

administrasi setelah didaftarkan pada dinas. 
 

42. Nomor pokok wajib pajak daerah secara jabatan selanjutnya disingkat 

NPWPD adalah nomor pokok bagi wajib pajak untuk melakukan 
kegiatan administrasi setelah didaftarkan pada dinas secara jabatan. 

 
 
 

 
BAB II ………….. 
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BAB II 

PENDATAAN,PENDAFTARAN DA 
PELAPORAN OBJEK PAJAK 

 

Bagian Kesatu 
pandataan 

 

Pasal 2 
 

(1) Pendataan objek pajak hiburan dilakukan dengan memberikan formulir 
pendataan kepada pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha 
hiburan . 

 
(2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan 

harus disi dengan jelas,benar dan lengkap serta ditandatangani oleh 
pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha hiburan atau kuasanya. 
 

(3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah disi dengan jelas,benar dan 
lengkap serta ditandatangani oleh [pemilik/pengelola/penanggung 
jawab usaha hiburan atau kuasanya,wajib pajak harus melaksanakan 

pendaftaraan usahanya kepada kepala dinas untuk menjadi wajib 
pajak daerah. 

 
Bagian Kedua 
pendaftaran 

 
Pasal 3 

 
1. Setiap pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha hiburan harus 

mendaftarkan usahanya dengan menggunakan formulir pendaftaran 

kepada kepala dinas melalui bidang pendataan,pendaftaran dan 
penetapan. 
 

2. Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajin diisi 
dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh 

pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha hiburaan atau kuasanya 
dengan dilampiri; 
 

3. Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
disampaikan ke bidang pendataan,pendaftaran dan penetapan,paling 
lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir 

pendaftaran. 
 

4.Pemilik ……………. 
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4. Pemilik/[pengelola/penanggungjawab usaha hiburan yang telah 
mendaftarkan usahanya,maka kepala dinas menyatakan yang 

bersangkutan menjadi wajib pajak denga menerbitkan kartu NPWPD. 
 

5. Apabila wajib pajak tidak melaksankaan kewajiban sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) kepala dinas menerbitkan NPWPD dan secara 
jabatan. 
 

6. Bentuk dan format isian formulir pendataan dan pendaftaran 
sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari peraturan walikota ini. 
 

Bagian Ketiga 

Pelaporan objek pajak 
 

Pasal 4 

 
(1) Setiap pemilik/pengelola.penanggung jawab usaha hiburan yang 

melaksankan kegiatan secara insidentil harus memberitahukan kepada 
bidang oendataan,pendaftaran dan penetapan 7 (tujuh) hari sebelumm 
diselenggarakan hiburan. 

 
(2) Setelah diterimanya emerintahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1),setiap pemilik/pengelola/penanggung jawab hiburan didaftar 
sebagai wjaib pajak dengan mengisi formulir pendaftaran. 
 

(3) Apabila pembilik/pengelola/penanggung jawab usaha hiburan  tidak 
memberitahukan kegiatannya,maka petugas dinas akan mendatangi 
tempat kegiatan hiburan dan pemilik/pengelola/penanggung jawab 

usaha hiburan untuk didaftar sebagai wajib pajak dengan mengisi 
formulir pendaftaran. 

 
(4) Formulir pendaftaran wajib diisi dengan benar,jelas,lengkap dan 

ditandatangani meilik/pengelola/penanggung jawab usaha hiburan 

atau kuasanya dengan melampirkan : 
a. Fotocopy identitas diri; 

b. Surat izin dari instansi berwenang;dan 
c. Suart kuasa bermaterai cukup apabila pendaftaran dikuasakan 

dengan idsertai fotocopy indentitas peneria kuasa. 

 
(5) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud ada ayat (4) harus 

disampaikan ke bidang pendataan,pendaftaran dan penetapan dinas 

pendataan daerah,pada saat diselenggarakan hiburan. 
 

BAB………………….. 
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BAB III 

BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN  
PENERBITAN SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT 

 

Bagian Kesatu 
SPTPD dan SKPD 

 

Pasal 5 
 

(1) Setiap wajib pajak, harus mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap 
dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta 
menyampaikan kepada Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan 

Dinas Pendapatan Daerah. 
 

(2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil 
sendiri oleh wajib pajak di Bidang Pendataan,  Pendaftaran dan 
Penetapan Dinas Pendapatan Daerah dan atau dapat diakses melalui 

website resmi Dinas Pendapatan Daerah.  
 

(3) SPTPD memuat pelaporan nilai jual hasil pengambilan mineral bukan 

logam dan batuan. 
 

(4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
paling lama 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak. 
 

(5) Penyampaiam SPTPD sebagaimana dimaksud pad ayat (1) untuk 
penyelenggaraan hiburan yang diadakan secara insidentil dilakukan 

paling lama sebelum kegiatan tersebut berakhir. 
 

(6) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka 

batas waktu penyampaian jatuh pada satu hari kerja berikutnya. 
 

(7) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) terlampaui, maka diterbitkan SKPD secara jabatan. 
 

(8) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh 
wajib pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

 

(9) Bentuk, format isian formulir dan tata cara pengisian SPTPD dan SKPD 
sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 
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Bagian Kedua 

SKPDKB dan SKPDKBT 
 

Pasal 6 

 
(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya 

pajak,kepala dinas dapat menerbitkan: 

a. SKPDKB dalam hal ini: 
1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak 

yang terutang tidak atau kurang dibayar; 
2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota atau pejabat 

dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis 

tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan 
dalam surat teguran; atau 

3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang 
terutang dihitung secara jabatan. 
 

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula 
belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak 
yang terutang. 

(2) Bentuk da nisi SKPDKB dan SKPD KBT sebagaimana tersebut dalam 
Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Walikota ini. 
 

BAB IV 

TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK HIBURAN 
 

Pasal 7 
 

Tata cara perhitungan pajak hiburan ditetapkan sebagai berikut: 

 
a. Jenis usaha hiburan yang bersifat tetap dan insidentil yang 

menggunakan tanda masuk,besarnya pajak hiburan dihitung pada 

saat penyelenggaraan hiburan dengan cara mengalihkan tariff pajak 
hiburan dengan jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya 

diterima oleh penyelenggara hiburan berdasarkan penjualan harga 
tanda masuk (HTM). 

b. jenis usaha hiburan yang bersifat tetap yang tidak menggunakan 

tanda masuk,bersarnya pajak hiburan dihitung dengan cara 
mengalihkan tariff pajak hiburan dengan jumlah uang yang 
diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan 

sesuai omzet dan/atau jumlah pendapatan setiap bulan. 
 

c.jenis ……………… 
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c. jenis usaha hiburan yang bersifat insisdentill  yang tidak 

menggunakan tanda masuk,bersarnya pajak hiburan dihitung dengan 
cara mengalihkan tariff pajak hiburan dengan jumlah uang yang 
diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan 

sesuai pada saat pertunjukan berlangsung. 
 

BAB V 

TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK HIBURAN 
 

Pasal 8 
 

(1) pajak hiburan dipungut dengan cara menghitung pajak sendiri yang 

tertuang dalam SPTPD; 
 

(2) pajak hiburan dipungut dengan cara taksasi (non menghitung pajak 
sendiri),apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD,maka 
diterbitkan SKPD. 

 
Pasal 9 

 

(1) cara menghitung pajak sendiri : 
a. wajib pajak yang menggunakan karcis atau tanda  

masuk wajib diporporasi oleh dinas pendapatan daerah. 
b. karcis atau tanda masuk harus memuat : 

1. Nama dan alamat tempat usaha; 

2. Nomor seri dan nomor urut;dan 
3. Nomor urut dalam satu bundle ditentukan paling 

banyak 100 (seratus) lembar dengan ketentuan  
setiap seri sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) lembar. 
 

(2) cara taksasi (non MPS) yaitu wajib pajak dikenakan pajak berdasarkan 
taksiran yang  tercantum dalam SKPD. 

 

Pasal 10 
 

(1) karcis atau tanda masuk yang tertulis atau dicetak sebagai bukti 
transaksi harus mencantumkan HTM. 
 

(2) apabila dalam karcis atau tanda masuk tidak mencantumkan 
HTM,maka perhitungan pajak dilakukan dengan cara sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 7 huruf b dan huruf c. 

 
(3) wajib …………. 
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(4) wajib pajak harus menyerahkan karcis atau tanda masuk sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) kepada orang yang menikmati hiburan. 
 

BAB VI 

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN 
 

Bagian Kesatu 

Tata Cara pembayaran  
 

Pasal 11 
 

1. Pajak Hiburan merupakan jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib 

pajak (self assessment) 
2. Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan 

sekaligus dan lunas di Kas Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari 
setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SSPD. 

3. Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasa wajib pajak 

melalui penerbitan SSPD dilakukan di Kas Daerah paling lambat 10 
(sepuluh) hri setelah diterima. 

4. Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasa wajib pajak 

melalui penerbitan SKPD dan menyelenggarakan hiburan secara 
insidentil, dilakukan sebelum penyelenggaraan hiburan berakhir. 

 
Bagian Kedua 

Tata Cara Pembayaran Angsuran dan  

Penundaan Pembayaran Pajak 
 

Pasal 12 
 
Tata Cara Pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak 

terutang dilakukan sebagai berikut : 
a. Wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran 

maupun menunda pembayaran pajak harus mengajukan 

permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan disertai 
alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT 

atau STPD yang mengajukan permohonannya; 
b. permohonan  sebagaimana  dimaksud  huruf  a  harus  dilampiri  

rincian  utang pajak  atau  tahun  pajak  yang  bersangkutan  dan  

disertai  dengan  alasannya serta sudah diterima Kepala Dinas 
paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT 
atau STPD yang diajukan permohonannya;  

 
 

c.Permohonan …………… 
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c. permohonan  pembayaran  secara  angsuran  maupun  penundaan  

pembayaran yang  disetujui  Kepala  Dinas  dituangkan  dalam  
Keputusan  yang  dikeluarkan setelah  terlebih  dahulu  mendapat  
telaahan  dari  Kepala  Bidang  Penagihan Dinas Pendapatan  

d. pemberian    angsuran    tidak    menunda    kewajiban    wajib    pajak    
untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak 
berjalan;  

e. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, 
terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam 

SKPDKB, SKPDKBT atau STPD kecuali ditetapkan lain oleh Kepala 
Dinas;  

f. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga 

sebesar2 % (dua persen); 
g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut : 

1. perhitungan  untuk sanksi  bunga  dikenakan  hanya  terhadap  
jumlah  sisa angsuran; 

2. jumlah  sisa  angsuran  adalah  hasil  pengurangan  antara  

besarnya  sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok 
pajak angsuran;  

3. pokok  pajak  angsuran  adalah  hasil  pembagian  antara  jumlah  

pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;  
4. bunga adalah hasi perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan 

bunga sebesar 2 % (dua persen); dan 
5. besarnya  jumlah  yang  harus  dibayar  tiap  angsuran  adalah  

pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua 

persen). 
h. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :  

1. perhitungan  bunga  dikenakan  terhadap  seluruh  jumlah  pajak  
terutang  yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % 
(dua persen) dengan  jumlah  pajak  terutang  yang  ditunda,  

dikalikan  dengan seluruh jumlah  utang pajak yang akan 
ditunda;  

2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah 

utang pajak  yang ditunda,ditambah dengan jumlah bunga  2  %  
(dua persen) perbulan;  dan  

3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat 
pada saat  jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan 
tidak dapat diangsur.  

i. terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan 
pembayaran secara angsuran  tidak  dapat  mengajukan  permohonan  
pembayaran  untuk  surat ketetapan yang sama. 

 
Bagian …………… 
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Bagian Ketiga 

Tata Cara Penagihan 
 

Pasal 13 

 

1. Kepala Dinas dapat menerbitkan STPD jika : 

a.   pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; 
b.  dari  hasil  penelitian  SPTPD  terdapat  kekurangan  pembayaran  

sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan 

c.   wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau 
denda. 

 

(2)  Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana 

dimaksud pada  ayat  (1)  huruf  a  dan  huruf  b  ditambah  dengan  
sanksi  administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap 
bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat 

terutangnya pajak. 
 

(3)  SKPD  yang  tidak  atau  kurang  dibayar  setelah  jatuh  tempo  

pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% 

(dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD. 
 

(4)  Bentuk   dan   isi   STPD   sebagaimana   tersebut   dalam   Lampiran   

VI   dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan 
Walikota ini. 

 
BAB VII 

PENGURANGAN PAJAK 
 

Pasal 14 

 
1) Kepala Dinas berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan 

pengurangan pajak. 
 
2) Besarnya pemberian pengurangan pajak ditetapkan oleh Kepala Dinas. 

 
3) Pemberian pengurangan pajak, setinggi-tingginya sampai dengan 25% 

(dua puluh lima persen). 

 
4) Tata cara pemberian pengurangan pajak diatur sebagai berikut : 

 
 

a.permohonan ………… 
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a. permohonan pengurangan pajak disampaikan secara tertulis 

dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas disertai dengan 
alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan 
melampirkan : 

1. fotokopi KTP; 
 
2. fotokopi SKPD; dan 

 
3. surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa 

apabila dikuasakan; 
 

b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 

Kepala Dinas melakukan analisa kelayakan permohonan 
pengurangan pajak; 

 
c. apabila alasan permohonan pengurangan pajak dikabulkan, maka 

Kepala Dinas menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak; 

 
d. apabila permohonan pengurangan pajak ditolak, Kepala Dinas 

harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan 

penolakannya; dan  
 

e. keputusan pemberian pengurangan pajak harus disampaikan 
kepada Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal 
permohonan diterima. 

 
BAB VIII 

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI  
ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN  

KETETAPAN PAJAK 

 
Bagian Kesatu 

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi  

Administratif 
 

Pasal 15 
 

1) Kepala Dinas dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi 

administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang 
menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam 
hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau 

bukan karena kesalahannya.  
 

2) Pengurangan ………….. 
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2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, 

denda dan kenaikan pajak terutang dilakukan terhadap STPD, 
SKPDKB atau SKPDKBT.  

 

3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut : 

 

a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam 
bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas dengan alasan yang jelas 

dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan STPD, SKPDKB ATAU 
SKPDKBT dengan melampirkan : 
1. fotokopi KTP; 

2. fotokopi STPD, SKPDKB atau SKPDKBT; dan  
3. surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa 

apabila dikuasakan; 
b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 

Kepala Dinas menunjuk Kepala Bidang Penagihan Dinas 

Pendapatan Daerah untuk melakukan pengkajian dan penelitian;  
c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Dinas 

sebagai dasar untuk memberi keputusan;  

d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi 
administratif, ditetapkan oleh Kepala Dinas;  

e. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas harus 
memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak.  

f. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud 
pada huruf e, Kepala Dinas belum memberikan keputusan, maka 

permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap 
dikabulkan; dan  

g. Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Walikota terhadap 

keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi 
administratif. 

 

4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Dinas : 
a. memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan 

penolakannya, atau;  
b. menulis catatan SSPD yang menerangkan bahwa pokok pajak 

dibayar beserta sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % 

(dua persen) perbulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan 
dan nama jelas Kepala Dinas dan selanjutnya menerbitkan STPD 
yang memuat sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua 

persen) dimaksud. 
 

5) Terhadap ……………. 
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5) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan 

berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Dinas mengurangkan 
atau menghapus sanksi administrasi bunga atau denda, dengan cara 
menuliskan catatan pada SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan 

atau dihapuskan, serta dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala 
Dinas.  

 

6) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 (satu 
kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5).  
 

Bagian Kedua 

Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan  
Pajak 

 
Pasal 16 

 

1) Kepala Dinas karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak 
dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan Pajak yang tidak 
benar, apabila : 

a. ada fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan 
untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas 

waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD 
atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi 
administratif telah terlampaui; dan  

b. ada fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak 
dipertimbangkan pengajuan keberatan atau pengajuan 

pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan 
sanksi administratif akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, 
yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah 

ditentukan. 
 
2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah 

pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga, denda 
dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam SKPD. 

 
Pasal 17 

 

1) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan 
wajib pajak diatur sebagai berikut : 
a. surat permohonan wajib pajak didukung oleh fakta baru yang 

meyakinkan; dan 
 

b.dalam ………… 
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b. dalam surat permohonan wajib pajak harus dilampirkan dokumen 

berupa fotokopi : 
1.  SKPD yang diajukan permohonannya; 
2.  dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan 

3. berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau 
bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi 
administrative.  

 
2.  Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan 
berkas permohonan dikembalikan kepada wajib pajak. 

 

3.  Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan 
dilakukan oleh Kepala Dinas atau atas usul Kepala Bidang Penagihan 

berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru. 
 

Pasal 18 

 
1) Atas dasar permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 20 atau permintaan karena jabatan, Kepala Dinas meminta 

Kepala Bidang Penagihan untuk membahas pengurangan atau 
pembatalan ketetapan pajak.  

 
2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan 

dengan melampirkan telaah pertimbangan atas 

pengurangan/pembatalan ketetapan pajak.  
 

3) Berdasarkan laporan Kepala Bidang Penagihan dan telaahan 
pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak, Kepala 
Dinas memberikan keputusan. 

  
4) Kepala Bidang Penagihan melakukan proses penerbitan keputusan 

yang berupa keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak 

atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan 
pajak. 

 
Pasal 19 

 

1) Atas diterbitkannya Keputusan pengurangan atau pembatalan 
ketetapan pajak, Kepala Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan 
segera : 

 
 

a.melakukan ……………. 
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a. melakukan pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara 

menerbitkan SKPD baru dengan tetap mengurangkan atau 
memperbaiki SKPD lama;  

b. memberikan tanda silang pada SKPD lama dan selanjutnya diberi 

catatan bahwa SKPD dibatalkan serta dibubuhi paraf dan nama 
pejabat yang bersangkutan; 

c. memerintahkan kepada wajib pajak melakukan pembayaran pajak 

paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya SKPD baru; dan 
d. menyimpan SKPD yang dibatalkan sebagai arsip pada administrasi 

perpajakan. 
 
2) Setelah diterbitkannya keputusan penolakan pengurangan atau 

pembatalan ketetapan pajak, maka SKPD yang telah diterbitkan 
dikukuhkan dengan keputusan penolakan pengurangan atau 

pembatalan ketetapan pajak dimaksud. 
 

BAB IX 

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN 
 

Bagian Kesatu 

Pembukuan 
 

Pasal 20 
 
 

1) Setiap Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit 
Rp. 300.000.000,00 )tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib 

menyelenggarakan pembukuan. 
 
2) Tata Cara pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

sebagai berikut  : 
a. Pembukuan, sekurang-kurangnya memuat pemasukan, 

pengeluaran dan saldo; 

b. Pembukuan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan 

waktu; 

c. apabila  wajib  pajak  mempunyai  lebih  dari  1  (satu)  usaha  
hiburan  maka pembukuan dilakukan secara terpisah; 

d. pembukuan didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar 
perhitungan pajak berupa nota atau dokumen lainnya sehingga 

dapat diketahui omzetnya; 
e. neraca; dan 
f. laporan rugi laba perusahaan. 

 

(3) Setaip ………….. 
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(3)  Setiap   Wajib   pajak   yang   melakukan   usaha   dengan   omzet   di   

bawah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun harus 
melakukan rekapitulasi nilai omzetnya yang berupa pendapatan yang 

diterima secara teratur yang dapat menjadi dasar untuk menghitung 
besarnya pajak terutang. 

(4)  Tata cara wajib pajak melakukan rekapitulasi nilai omzet atas setiap 
transaksi penerimaan pembayaran sebagai berikut   : 
a.  rekapitulasi memuat pendapatan brutto usaha secara lengkap dan 

benar; 

b.  rekapitulasi diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan 
waktu; 

c.  apabila  wajib  pajak  mempunyai  lebih  dari  1  (satu)  usaha  

hiburan,  maka rekapitulasi dilakukan secara terpisah; dan 

d.  rekapitulasi didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar 
perhitungan pajak berupa nota atau dokumen lainnya. 

 

(5)  Rekapitulasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  diselenggarakan  
dengan sebaik-baiknya   dan   harus   mencerminkan   keadaan   atau   

kegiatan   usaha sebenarnya. 

 

Pasal 21 
 

(1)  Pembukuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  20  harus  
dilakukan  secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma 

pembukuan yang berlaku. 
 

(2)  Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) dapat dijadikan 
dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang. 

 
(3)  Pembukuan  atau   pencatatan  serta  rekapitulasi  serta  dokumen  

lain  yang berhubungan  dengan  kegiatan  usaha  atau  pekerjaan  dari  
wajib  pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun. 

 

Bagian Kedua 

Pemeriksaan 
 

Pasal 22 
 

(1)  Dalam rangka pemeriksaan Pajak Hiburan, Kepala Dinas berwenang 
melakukan pemeriksaan  untuk  menguji  kepatuhan  pemenuhan  

kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka 
melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah. 

 

(2) Untuk ………….. 



21 
 

-22- 

 
(2)  Untuk  keperluan  pemeriksaan,  petugas  pemeriksa  harus  dilengkapi  

dengan tanda    pengenal    pemeriksa    dan    surat    perintah    
pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang 
diperiksa. 

 
(3)  Wajib   Pajak   yang   diperiksa   dan   tidak   memenuhi   kewajiban   

sehingga menyebabkan  petugas  pemeriksa  menemui  kesulitan  dalam  

menghitung nilai peredaran  bruto,  maka  untuk  pengenaan  
besarnya  pajak terutang dapat dilakukan   dengan   metode   

penghitungan   laporan omzet atau penerimaan tertinggi dalam 1 (satu) 
tahun terakhir. 

 

(4)  Dalam   hal   pemeriksaan   pembukuan   atau   audit,   Walikota   
berdasarkan permohonan Kepala Dinas dapat memerintahkan 

Inspektorat Kota Parepare untuk mendampingi petugas pemeriksa 
pajak. 

 

(5)  Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala 
Dinas dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak 
hukum atau instansi yang terkait. 

 
(6)  Apabila  dalam  pengungkapan  pembukuan,  pencatatan  atau  

dokumen serta keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa pajak 
dan wajib pajak terikat oleh    suatu    kewajiban    untuk    
merahasiakan,    maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan 

untuk keperluan pemeriksaan. 
 

BAB X 
INSENTIF PEMUNGUTAN 

 

Pasal 23 
 

1) Tujuan pemberian insentif pungutan pajak untuk peningkatan : 

a. kinerja Dinas Pendapatan Daerah; 
b. semangat kerja bagi pejabat dan pegawai;  

c. pendapatan asli daerah; dan 
d. pelayanan kepada masyarakat. 

 

2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya sesuai 
dengan pencapaian kinerja yang telah ditentukan. 

 
(3) Besarnya ………….. 
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3) Besarnya insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah tahun berjalan dari rencana penerimaan pajak mineral bukan 
logam dan batuan. 

 

BAB XII 
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN  

PEMBAYARAN 

 
Pasal 24 

 
1) Atas kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan, 

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan 

pembayaran kepada Kepala Dinas.  
 

2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi 
apabila : 
a. pajak mineral bukan logam dan batuan yang dibayar ternyata 

lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau  
b. dilakukan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan 

yang tidak seharusnya terutang. 

 
3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi 

persyaratan : 
a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia 

dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan 

disertai alasan yang jelas dan dilampiri : 
1. fotokopi identitas wajib pajak atau fotokopi identitas penerima 

kuasa apabila dikuasakan; 
2. fotokopi SPTPD, SKPDLB dan  
3. bukti pembayaran yang sah; dan  

4. surat kuasa bermeterai cukup apabila dikuasakan; dan; 
b. surat permohonan ditandatangani oleh wajip pajak atau 

kuasanya. 

 
5) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap bukan sebagai 
permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan. 

 

6) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan 
pengembalian sebagai dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu 
paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya 

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak mineral bukan 
logam dan batuan, Kepala Dinas harus memberikan keputusan.  

 
7) Apabila ………… 
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7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlampaui 

dan Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, permohonan 
pengembalian pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan 
dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka 

waktu paling lama 1 (satu) bulan.   
 
8) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan 

pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung 
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut. 

 
9) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan 

batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka 

waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB. 
 

10) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam 
dan batuan dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Dinas 
memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas 

keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak mineral 
bukan logam dan batuan. 

 

Pasal 25 
 

1) Dalam hal wajib pajak tidak mempunyai utang pajak, maka 
pengembalian pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan 
dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas 

kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan.  
 

2) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan 
batuan dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan 
pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan. 

 
3) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan 

batuan tahun- tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada 

mata anggaran tak terduga. 
 

BAB XII 
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN,  

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

 
Pasal 26 

 

1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian pajak 
mineral bukan logam dan batuan ditugaskan kepada Dinas 

Pendapatan Daerah.  
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2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendapatan Daerah dapat 

bekerja sama dengan Badan Lingkungan Hidup Daerah, Kantor 
Perijinan, Dinas Pekerjaan Umum, Satuan Polisi Pamong Praja, 

Kecamatan atau lembaga lain terkait. 
 

BAB XIII 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 27 

 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare. 

 
 

Ditetapkan di Parepare 
pada tanggal 12 Januari 2015 

 

WALIKOTA PAREPARE, 
 
 

 
TAUFAN PAWE 

 
 
 

Diundangkan di Parepare 
pada tanggal 12 Januari 2015 

 
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE, 
 

 
 
MUSTAFA MAPPANGARA 

 
 

 
 
 

 
BERITA DAERAH KOTA PAREPARE   TAHUN 2015 NOMOR 8 
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WALIKOTA PAREPARE 
 

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE 
NOMOR   7   TAHUN 2015 

 

TENTANG 
 

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI 

UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015 KOTA PAREPARE 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA PAREPARE, 
 

Menimbang : a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam 
peningkatan produktifitas dan produksi komoditas 
pertanan dalam rangka mewujudkan ketahana pangan 

masional; 
 

a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam 

penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya 
subsidi pupuk; 

 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan 

Walikota tentang kebutuhan dan harga eceran tertinggi 
pupuk besusidi untuk sector pertanian tahun anggaran 
2015 kota parepare; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang 
system budidaya tanaman  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 
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 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

perindungan konsumen  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 
 
    

  
 3.undang-undang…………………… 

 

-2- 
 

 3. undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang badan 
usaha milik Negara (lembaran Negara republic 
Indonesia nomor 70,tambahan lembaran Negara 

republic Indonesia 4297); 
 

 4. undang-undang nomor 18 tahun 2004 tentang 

perkebunan (lembaran Negara republic Indonesia tahun 
2004 nomor 85,tambahan lembaran Negara republic 

Indonesia nomor 4411)); 
 

 5. undang-undang  nomr 18 tahun 2009 tentang 

peternakan dan kesehatan hewan (lembaran Negara 
republic Indonesia tahun 2009 nomor 84,tambahan 
lembaran Negara republic Indonesia nomor 5015); 

 
 6. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang 

pembentukan peraturan perundang-undangan (lemaran 
Negara republic Indonesia tahun 2011 nomor 
82,tambahan lembaran Negara republic Indonesia 

nomor 5234); 
 

 7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);  
 
 8. peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2005 tentang 

pendirian,pegurusan,pengawasan dan pembubaran 
badan usaha milik Negara (lembaran Negara republic 

Indonesia tahun 2011 nomor 113 tambahan lembaran 
Negara republic Indonesia nomor 4556); 

 

 9. peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang 
pembagian urusan pemerintah antara 

pemerintah,pemerintah daerah provinsi dan pemerintah 
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daerah kabupaen (lembaran Negara republic Indonesia 

nomor 4737); 
 

 10. peraturan presiden nomor 77 tahun 2005 tentang 
penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam 
penawasan sebagaimana telah diubah dengan 

peraturan presiden nomor 15 tahun 2011; 
 
 

11.praturan………………….. 
-3- 

 
 11. peraturan menteri pertanian nomor 

43/permetan/OT.140/4/2011 tentang syarat dan tata 

cara pendaftaran pupuk an organic (berita Negara 
republic Indonesia tahun 2011 nomor 491); 

 
 12. peraturan menteri pertanian nomor 

40/permetan/OT.140/4/2007 tentang rekomendasi 

pemupukan N,P,K pada padi sawah spesifik lokasi; 
 
 13. peraturan menteri keuangan nomor 250/PMK.05/2010 

tentang tata cara pencairan anggara pendapatan 
belanja Negara atas beban bagian anggaran bendahara 

umum Negara pada kantor pelayanan perbendaharaan 
Negara (berita Negara republic Indonesia tahun 2010 
nomor 662); 

 
 14. peraturan meteri perdagangan nomro 17/M-

DAG/PER/6/2011 tentang pengadaan dan penyaluran 
pupuk bersbsidi untuk sector pertanian; 

 

 15. peraturan menteri keuangan nomor 94/PMK.02/2011 
tentang tata cara penyediaan anggaran,perhitungan 
pembayaran dan pertanggung jawaban subsidi pupuk 

(berita Negara republic Indonesia tahun 2011 nomor 
366); 

 
 16. peraturan menteri pertanian nomor 

669/Kpts/OT.160/2/2012 tentang pembentukan 

kelompok kerja perumusan kebijakan pupuk; 
 
 17. keputusan menteri pertanian nomor 

130/permentan/SR.130/11/2014 tentang kebutuhan 
dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk 

sector pertanian tahun anggaran 2015; 
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 18. keputusan menteri perindustrian dan perdaangan 

nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang ketentuan dan 
tata cara pengawasan barang dan jasa beredar di pasar; 

 
 19. peraturann gubernur Sulawesi selatan nomro 64 tahun 

2014 tentang kebutuhan dan harga eceran tertinggi 

pupuk bersubsidi untuk sector pertanian provinsi 
Sulawesi selatan tahun anggaran 2015. 

 

MEMUTUSKAN……………………. 
-4- 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBUTUHAN DAN 

HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI 
UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015 

KOTA PAREPARE 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Parepare. 

 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat 

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah. 

 

3. Walikota  adalah Walikota Parepare 
 

4. Dinas kota parepare adalah dinas 
pertanian,kehutanan,perikanan dan kelautan kota 
parepare. 

 
5. Pupuk adalah bahan kimia atau organism yang 

berperan dalam penyediaan unsure harga keperluan 

tanaman secara langsung atau tidak langsung. 
 

6. pupuk n-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa 
secara kimia,fisika dan atau biologi,dan merupakan 
hasil industri atau pabrik pembuat pupuk. 

 
7. Pupuk organic adalah pupuk yang bersal dari 

tumbuhan mati,kotoran hewandan/atau begian hewan 

dan/atau limbah organic lainnya yang tela melalui 
proses rekayasa,berbentuk padat atau cair,dapat 

diperkaya dengan bahan mineral dan/atau 
mikroba,yang bermanfaat untuk meningkatkan 
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kandungan hara dan bukan organic tanah secara 

memperbaiki sifat fisika,kimia,dan biologi tanah. 
 

8.pemupukan…………………… 
-5- 

 

 8. pemupukan berimbang adalah pemerian pupuk bagi  
tanaman sesuai dengan status hara tanah dan 
kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas 

yang optimal dan berkelanjutan. 
 

 9. pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan 
yang pengadaa dan penyaluran mendapat sibsidi dari 
pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau 

petani sector pertanian. 
 

 10. kebutuhan pupuk bersubsidi adlah alokasi sejumlah 
pupuk bersubsidi per kabupaten/kota yang dihitung 
berdasarkan usulan dari bupati/walikota atau dinas 

yang membidangi sector pertanian. 
 
 11. harga eceran tertinggi yang selanjutnya disingkat HET 

adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh 
petani/kelompik tani di panyaluran lini IV yang 

ditetapkan ileh menteri pertanian. 
 12. sector ertanian adalah sector yang berkaitan dengan 

budidaya tanaman 

pangan,hortikultura,perkebunan,hijauan pakan ternak 
dan budidaya ikan dan/atau udang. 

 
 13. petani adalah orang-perorangan warga Negara 

Indonesia baik berupa perseorangan dan/atau beserta 

keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang 
tanamn pangan,hortikulura,perkebunan dan/atau 
peternakan. 

 
 14. petambak adalah perorangan warga Negara indonesi 

yang mengusahakan lahan,untuk budidaya ikan 
dan/atau udang. 

 

 
 

15.kelompok……………………. 

-6- 
 

 15. kelompok tani adalah kumpulan atau petambak yang 
dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan,kesamaan 
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komdisi lingkungan 

sosial,ekonomi,sumberdaya,kesamaan komoditas dan 
keakraban utnuk meningkatkan sebagai pelaksana 

penugasan untuk subsidi pupuk. 
 

17. Pelaksana subsidi pupuk adalah badan usaha milikk 

negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan 
untuk subsidi pupuk. 

18. Penyalur di lini II adalah distributor sesuai ketentuan 

peraturan menteri perdagangan tentang pengadaan dan 
penyaluran pupuk bersubsidi untuk sector pertanian 

yang berlaku. 
 

BAB III 

PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI 
Bagian Kesatu 

peruntukan 
Pasal 2 

(1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani yang 

mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 1 
(satu) hektar setiap musim tanam per keluarga. 
 

(2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 
(satu),tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman 

pangan,hortikultura,perkebunan,peternakan atau 
perusahaan perikaan budidaya. 

 

 
 

 
 
 

 
Bagian…………………. 

-7- 

Bagian Kedua 
peruntukan 

Pasal 4 
(1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan 

anjuran pemupukan berimbang spesifik dengan 

mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan 
oleh kepala dinas. 
 

(2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud 
pada ayat 1 satu) dirinci menuturt jenis,jumlah,sub 

sector,dan kecamatan sebagaimana tercantum dalam 
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lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini. 
 

Pasal  5 
(1) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebgaimana dimaksud 

pada pasal 4 disirnci lebih lanjut menut=rut 

kecamatan,jenis jumlah,sub sector dan sebesarnya 
yang ditetapkan masing-masing dengan peraturan 
walikota ini. 

 
(2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud 

pada ayat 1 satu) mempertimbangkan rekap RDKK 
yang disusun oleh epala dinas dan diketahui oleh 
kepala satuan perangkat daerah yang membidangi 

pelaksanaan penyuluh pertanian,perikanan dan (BP3K) 
kota parepare. 

 
Pasal  6 

Kepala dians wajib melaksankan pembinaan kepada 

petani,petmabak dan/atau kelompok tani dalam peny 
Sunan RDKK sesuai luar areal usaha tani dan/atau 

kelompok tani di wilayahnya. 

 
 

BAB………………….. 
-8- 

BAB IV 

REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI 
Pasal 7 

Dalam hal kebuuhan pupuk bersubsidi sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 terjadi 
kekurangan,maka dapat dipenuhi melalui realokasi antar 

wilayah,waktu dan sub sector dengan ketentuan diatur 
lebih lanjut dengan keputusan kepala dinas.  

BAB V 

PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI 
Pasal 8 

 
(1) Pelaskanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi 

sampai  kepada tani/petambak dan/atau kelompok tani 

melalui penyalur di lini IV dilakukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan menteri perdagagan tentang 
pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sector 

pertanian yang berlaku. 
 

(2) Penyaluhan pupuk bersubsidi untuk sector pertanian di 
penyalur lini IV ke petani/petambak dan/atau kelompok 
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tani dengan catatan dan/atau nota pembelian kepala 

petani/petambak dan/atau kelompok tani. 
 

(3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV 
kepada petani/peambak dan/ayau kelompok tani 
sebagaimana dimaksud apda ayat 2 (dua) ,kepala dinas 

nerkoordinasi dengan kelembagaan penyuluh tingkat kota 
guna melakukan pendataan RDKK di 
wilayahnya,sebagamana dimaksud dalam pasal 4 dan 

pasal 5. 
 

4.optimalisasi…………………….. 
-9- 

 

(4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di penyaluran 
lini IV kepada petani/petambak dan/atau kelompok tani 

dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai 
salah satu dari KPPP. 

Pasal 9 

 
(1) Pelaksanaan subsidi pupuk,peyaluran di lini III dan 

penyaluran di lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk 

bersubsidi saat dibutuhkan petani,petambak da/atau 
kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya sesuai 

ketentuan yang berlaku. 
 

(2) Untuk menjamin ketersedianaan [pupuk sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan subsidi pupuk 
berkoordinasi dengan dinas untuk penyerapan,pupuk 

bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku. 
 

BAB VI 

HET DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI 
Pasal 10 

(1) Penyaluran di lini IV yang ditunjuk wajib menjual pupuk 

bersubsidi sesuai HET. 
 

(2) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan sebagi berikut: 
a. pupuk urean =Rp.1.800;per kg 

b. pupuk SP-36 =Rp.2.000;per kg 
c. pupuk ZA  =Rp.1.400;per kg 
d. pupuk NPK =Rp.2.300;per kg 

e. pupuk organic =Rp.  500;per kg 
 

3.HET………………… 
-9- 
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 (3) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat 

2) berlaku untuk pembelian oleh petani,petambak 
dan/atau kelompok tani di lin IV sevara tunai dalam 

kemasan sebagai berikut : 
a. pupuk urean =50 kg 
b. pupuk SP-36 =50 kg 

c. pupuk ZA  =50 kg 
d. pupuk NPK  =50 kg 
e. pupuk organic =40 kg 

Pasal 11 
(1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 10 ayat (3) harus diberi label tambahan 
berwarna merah,mudah dibaca dan  tidak mudah 
hilanh/terhapus yang dituliskan : 

Pupuk bersubsidi pemerintah 
Barang dalam pengawasan 

 
1. Khusus pengadaan dan penyauran pupuk urea 

bersubsidi berwarna muda (pink) dan pupuk ZA 

bersubsidi berwarna jingga (orange). 
 

BAB VII 

PENGAWASAN DAN PELAPORAN 
Pasal 12 

(1) Pelaksanaan subsidi pupuk wajib melakukan 
pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan 
penyaluan pupuk bersubsidi dari lini I sampai lini IV 

sebagaimana diatur dalam peraturan menteri 
perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk 

bersubsidi untuk sector pertanian yang berlaku serta 
melakukan pengawalan terhadap penyaluran pupuk 
bersubsidi dan lini IV kepada petani/petambak dan/atau 

kelompok tani. 
      2.pelaksana…………………. 

-10- 

(2) Pelaksana subsidi pupuk wajib melaporkan perkembanan 
realisasi penyaluran pupuk bersubsidi sampai kepada 

petani/petambak dan/atau kelompok tani setiap 
bulannya kepada kepala dinas pertanian tanaman 
pangan dan hortikultura provinsi Sulawesi selatan.  

Pasal 13 
(1) KPPP wajib melakukan pemantauan dan penagwasan 

terhadap penyaluran,penggunaan dan harga pupuk 

bersubsidi di wilayahnya. 
 

(2) KPP dalam melaksanakan tugasnya di abntu oleh 
penyuluh. 
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Pasal 14 
(1) KPPP wajib menyampaikan laporan pemantauan dan 

penagwasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya 
kepada walikota melalui kepala dinas. 
 

(2) Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan 
pengawasan pupuk bersubsidi kepada gubernur. 
 

BAB VIII 
Pasal 15 

(1) Komisi pengawas pupuk dan perstisida wajib melakukan 
pemantauan dan penagwasan terhadap 
penyaluran,penggunaan dan harga pupuk besubsidi di 

wilayahnya. 
 

(2) Komisi pengawasan pupuk dan pestisida dalam 
melaksankan tugasnya dibantu oleh penyuluh 

 

Pasal…………………. 
-11- 

Pasal 16 

Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis di dalam 
peraturan walikota ini,akan ditetapkan lebih lanjut oleh 

epala dinas pertanian kehutanan perikanan dan kelautan 
kota parepare. 
 

Pasal 17 
Perauran walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan dan apabila terdapat kekeliruan 
didalamnya,maka akan dilakukan perbaikan 
sebagaimana mestinya. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.  
 

Ditetapkan di Parepare 
pada tanggal 8 januari 2015 

 

  WALIKOTA PAREPARE, 
 
 

  TAUFAN PAWE 
 

Diundangkan di Parepare  
pada tanggal 8 januari 2014 
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SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE, 
 

 
 
MUSTAFA MAPPANGARA 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2015 NOMOR 7 

 
 
 


